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Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum 
Mahasiwa (UU Pemilu) telah disahkan pada Kamis, 22 November 2020 lalu. Pengesahan UU Pemilu ini menuai 
berbagai tuntutan dari berbagai pihak.

emilu Raya Universitas Sebelas PMaret (pemira UNS) tahun ini 
dengan dasar hukum Undang-

Undang Pemilu. Namun, muncul 
gerakan yang memboikot pelaksanaan 
pemira dari berbagai pihak. Salah 
satunya adalah dari sekelompok 
Aliansi Revolusi Pendidikan UNS 
( A s i k a n  U N S ) ,  d i k a r e n a k a n 
penyelenggaraan pemira tahun ini 
dianggap berjalan di atas landasan 
hukum yang cacat serta keabsahannya 
yang masih dipertanyakan.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Fajrul Affi Zaidan selaku Ketua 
Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik 2020 (DEMA 
FISIP 2020) yang merupakan bagian 
dalam Asikan UNS. “Pembahasan 
(UU Pemilu) terburu-buru, tidak 
akuntabel, tidak transparan, dan 
kurang dilibatkannya partisipasi 
m a h a s i s w a  d a l a m  p r o s e s 
pembuatannya. Selain itu, juga 
(terdapat) cacat secara prosedural 
karena tidak ada sosialiasi mengenasi 
naskah akademik sebelum undang-
undang tersebut diubah,” tandas 
Fajrul. 

Menanggapi isu pemboikotan 
pemira tersebut, Zakky Musthofa 
Zuhad selaku Wakil Presiden BEM 
UNS 2020 yang sedang mengajukan 
diri menjadi Presiden BEM UNS 2021 
sebagai pertahana, menyatakan bahwa 
langkah memboikot ini bukan solusi 
yang tepat. “Nanti akan menimbulkan 
efek domino dari pemilu yang 
diboikot. Pergantian kepemimpinan 

(nanti akan) seperti apa, advokasi 
mahas i swa  baga imana  ke t i ka 
p e n g a w a l a n  i s u - i s u  k a m p u s , 
kepemimpinannya dipegang siapa,” 
terangnya.

Sejalan dengan Zakky, Refisan 
Naufa, mahasiswi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP), juga 
kurang menyetujui adanya gerakan 
memboikot pemira. Refisan pun 
mempertanyakan poin pemboikotan 
pemira, “Poin boikot pemilu (itu apa), 
terus (nanti) ada dampak vacuum of 
power, itu mau direspon bagaimana? 
Solusi apa yang mereka tawarkan jika 
pemira diboikot?”

Bersamaan dengan hal tersebut, 
Muhammad Ikhsanul Amin selaku 
Ketua  Par ta i  Daun Muda pun 
menganggap Undang-Undang Pemilu 
cacat secara materiil, yaitu terkait 
pengurangan fungsi partai dalam 
pemira. “Tiba-tiba DEMA UNS 
menyatakan bahwa fungsional 
(partai) untuk ikut pemilu praktis 
dihilangkan. Ini artinya melanggar 
asas partisipasi dan juga secara formil 
melanggar pembicaraan tingkat satu, 
yang harusnya mengajak pihak yang 
terkait,” ungkap Ikhsanul. 

Menteri Analisis BEM UNS 
2 0 2 0  F i r d a u s i  S h o f i a  t u r u t 
berpendapat terkait hal tersebut. 
“Memang secara aturan, itu tidak 
dijelaskan kalau harus melalui 
fakultas dan harus lewat partai. Itu 
bukan tidak ada (fungsional partai), 
tapi kan teman-teman partai itu sendiri 
termasuk di dalam DEMA UNS. Jadi 

ketika hal tersebut dibahas di dalam 
DEMA UNS, maka sudah otomatis 
(menjadi) pembahasan partai,” 
ujarnya. 

Iksanul lantas menambahkan 
bahwa cacat formil juga terdapat pada 
pernyataan DEMA yang berpotensi 
m e n g h i l a n g k a n  p e r a n  D E M A 
F a k u l t a s ,  k a i t a n n y a  d e n g a n 
penjaringan calon legislatif. Hal 
tersebut dikarenakan yang semula 
penjaringan melalui dua mekanisme, 
yaitu distrik dan proporsional, 
menjadi hanya distrik saja. “Sistem ini 
j a d i n y a  m e m b u a t  p e r s e n t a s e 
mahasiswa di tiap fakultas itu semakin 
berkurang ketika (seharusnya) masih 
ada berbagai calon dari berbagai 
fakultas yang masuk,” jelasnya.

Selain itu, muncul permasalahan 
lain, yaitu terkait dengan sosialisasi 
dan uji publik undang-undang yang 
mendadak dan kurang terbuka. Hal 
tersebut disampaikan oleh Zakky, 
“ S o s i a l i s a s i  y a n g  m e n d a d a k , 
termasuk yang uji publiknya itu lewat 
Google Form. Jadi kurang nih 
k e t e r b u k a a n  d e n g a n  t e m a n 
mahasiswa lain, karena uji publik 
harusnya kan ada feedback gitu. Kalau 
lewat Google Form saja kan (hanya) 
muncul pertanyaan.”

B e r d a s a r  p a d a  b e r b a g a i 
persoalan di atas, muncul pertanyaan 
apakah sebaiknya pemira tetap 
dilaksanakan atau tidak. Erlina Dwi 
Kurniawati, mahasiswi Fakultas 
E k o n o m i  d a n  B i s n i s  ( F E B ) 
m e n g e m u k a k a n  p e n d a p a t n y a , 

UNDANG-UNDANG PEMILU CAcAT, 
SUMBER POLEMIK PELAKSANAAN PEMIRA

(Bersambung ke halaman 5)

KILKAM

INSTAGRAM ALIANSI REVOLUSI PENDIDIKAN UNS @ASIKAN_UNS
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informasinya dari sana. Jadi kita 
ubah, kita pindah ke Instagram story,” 
jelasnya.

Na j ib  kembal i  menyoro t i 
Kemendagri mengenai bantuan sosial 
bagi mahasiswa FH UNS yang 
selama pandemi menetap di Kota 
Solo. Ia menemukan bahwa dalam 
pembagiannya tidak merata dan tidak 
tepat sasaran. “Teman-teman aku 
yang aku tahu sendiri, itu mereka 
yang harusnya mendapatkan bantuan 
malah tidak mendapatkannya,” 
ungkapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Dea 
berkelit bahwa BEM FH memang 
hanya diminta untuk mendata melalui 
Google Form terkait siapa saja yang 
masih menetap di Kota Solo. “Untuk 
eksekutornya tetap pada fakultas dan 
universitas, dan juga kalau masih ada 
yang belum terdata, (bisa) ngomong 
ke kita. (Nanti) kita sampaikan ke 
pihak fakultas,” jelas Dea.

Alvalerie turut angkat suara 

perihal ini. Ia mempertanyakan 
inovasi yang dibawa Kemendagri, 
“Yang saya highlight apakah Dagri ini 
sekedar jadi humasnya dekanat. 
Kalau ada info mesti lewatnya Dagri. 
Saya tidak bilang itu sesuatu yang 
buruk, tapi akhirnya Dagri itu punya 
kapabilitas dan kemampuan untuk 
membentuk atau membuat program 
kerja yang inovatif lah istilahnya.”

Di balik kritik yang diacungkan 
pada BEM FH UNS 20020, apresiasi 
juga ditujukan kepada kinerja BEM 
F H  U N S  p e r i o d e  i n i .  N a j i b 
mengemukakan salah satu kelebihan 
d a r i  B E M ,  “ ( T e r l e p a s 
kekurangannya), BEM pada periode 
ini tuh dalam mengapresiasi KMFH 
sudah sangat diacungi jempol. Setiap 
ada orang-orang yang berprestasi dan 
mendapatkan penghargaan, pasti 
langsung diapresiasi oleh BEM FH 
sendiri dengan cara meng-upload di 
Instagram-nya.”

Apresiasi juga disampaikan oleh 

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni. “BEM berhasil membuat 
koordinasi saya dengan teman-teman 
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 
dan komunitas berjalan bagus. Ujian 
terbesar adalah pandemi seperti ini 
ada batasan akses ke kampus namun 
berhasil membuat hubungan antara 
saya, BEM, DEMA, komunitas, dan 
UKM semakin dekat. Jadi saya kira so 
far so good lah,” ujarnya.

Mengenai kepengurusan BEM 
FH UNS periode berikutnya, Daffa 
mengutarakan harapannya, “Semoga 
BEM periode berikutnya dapat 
merangkul  semua elemen dan 
golongan dalam KMFH, menjadi 
BEM yang responsif, edukatif, dan 
konsisten dalam arah geraknya. Dapat 
menjalankan semua prokernya 
dengan baik dan menunaikan janji-
janji yang telah dibuat semasa 
kampanye,” tutupnya. (Anjar Ryan 
H./Nur Alifi W.)***

Sambungan halaman 4...

RAPOR BEM KABINET HARMONI AKSI...

Sambungan halaman 2...

KILKAM

UNDANG-UNDANG PEMILU CACAT...

“Menurutku DEMA UNS seharusnya 
menanggapi keluhan dari berbagai 
mahasiswa dulu. Jadi pemilu tetap 
dilaksanakan, tapi ketika masalah 
(terkait) undang-undang (juga) udah 
beres,” ujarnya.

Turut menanggapi hal tersebut, 
Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) UNS 2020 Umi Wahidatul 
Latifah menyatakan bahwa selama 
tidak ada perubahan dari peraturan 
DEMA UNS, pemira harus tetap 
be r j a l an .  “ Jad i  KPU sebaga i 
penyelenggara diamanatkan untuk 
menyelenggarakan pemilu. Kalau 

undang-undang itu dari DEMA UNS 
tidak ada perubahan dan sudah 
d i s a h k a n ,  y a  K P U  s e b a g a i 
p e n y e l e n g g a r a  h a n y a 
menyelenggarakan undang-undang 
yang sudah disahkan oleh DEMA 
UNS,” tandas Umi.

Di balik segala tuntutan yang 
d i a j u k a n ,  F a j r u l  t a k  l u p a 
m e n g e m u k a k a n  h a r a p a n n y a , 
“ H a r a p a n n y a  d e n g a n  a d a n y a 
pengawalan isu dari Asikan UNS ini, 
(semoga) mahasiswa UNS bisa lebih 
aware dengan situasi di kampus dan 
bisa ikut berpartisipasi  dalam 

mengawasi berbagai isu di kampus.” 
Fajrul juga berharap dengan adanya 
kritik dari pihak Asikan UNS, 
organisasi mahasiswa seperti BEM 
U N S  d a n  D E M A U N S  d a p a t 
mengevaluasi kinerja mereka dan 
membuka komunikasi lebih baik 
dengan publik. Sayangnya hingga 
berita ini diterbitkan, Haryanto Adi 
selaku Ketua DEMA UNS 2020 
belum memberikan tanggapannya 
terkait persoalan ini.  (Firda Nuril 
H./Salwa Nabila F.)***

INSTAGRAM ALIANSI REVOLUSI PENDIDIKAN UNS @ASIKAN_UNS
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Sejak tanggal 25 Juni 2020, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi 
Kemahasiswaan (Ormawa) telah disahkan. Belum adanya sosialisasi mengenai peraturan ini menimbulkan berbagai 
pertanyaan dari mahasiswa.

eraturan Rektor UNS Nomor 26 PTahun 2020 tentang Organisasi 
Kemahasiswaan (Ormawa) 

mengatur berbagai aspek, termasuk 
tujuan, syarat dan struktur, hingga 
larangan dan sanksi bagi ormawa di 
lingkup UNS. Namun, sebagian besar 
ormawa maupun Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) mengaku belum 
terlalu mengetahui perihal peraturan 
rektor tersebut.

Salah satu mahasiswa yang 
mengikut i  UKM, yai tu  Roid  
Shalahuddin Muflih selaku ketua Unit 
Kegiatan Mahasiswa Korps Suka Rela 
Palang Merah Indonesias UNS (UKM 
KSR PMI UNS). Roid kemudian 
menyampaikan tanggapannya,  
“Sebenarnya saya belum terlalu 
paham, karena belum ada sosialisasi 
dari kampus soal ini. Tapi kalau dari 
yang saya baca memang beberapa hal 
sebenarnya sudah ada sebelumnya. 
Misal, kalau jadi UKM universitas itu 
(harus) dengan persetujuan rektor. 
Tapi masih kurang sosialisasi, sih, soal 
peraturan rektor ini (mengenai) 
tujuannya apa dan lain-lain.”

Idialis Sittus Pratama selaku 
Menteri Harmonisasi Kampus Badan 
Eksekutif Mahasiswa UNS 2020 
(BEM UNS 2020) juga mengatakan 
hal yang sama. “Sebenarnya saat aku 
konfirmasi ke beberapa teman yang 
mengurus SK (Surat Keputusan) 
rektor, mereka nggak tahu dan yang 

tahu pun baru dapat dari teman-
temannya. Bahkan beberapa ketua 
UKM atau ormawa pun tidak tahu,” 
tandas Idialis.

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Biro Kemahasiswaan dan 
Alumni Drs. Rohman Agus Pratomo, 
menyatakan bahwa peraturan ini 
memang baru akan disosialisasikan. 
“Ini baru akan kita sosialisasikan ke 
WD (Wakil Dekan), baru (nanti) ke 
masing-masing ormawa di fakultas. 
Kan (tahapnya) berjenjang juga, nanti 
tentunya WD juga akan memberi 
tahu,” jelas Rohman. Rohman 
menambahkan bahwa sosialisasi 
mengenai peraturan ini akan diberikan 
ke Wakil Dekan yang berada pada 
bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Sementara itu terkait dengan 
proses penyusunannya, Idialis 
mengaku bahwa mahasiswa tidak 
dilibatkan dalam prosesnya. “(Saya) 
pribadi menyimpulkan, mahasiswa 
tidak ikut dilibatkan. Hanya satu 
bahasan (mengenai) reward, baru 
anak-anak mahasiswa dilibatkan. 
Reward yang dimaksud itu seperti 
reward prestasi ormawa,” papar 
Idialis.

B e r s e b e r a n g a n  d e n g a n  
pendapat Idialis, Rohman menyatakan 
telah melibatkan mahasiswa dalam 
penyusunan peraturan tersebut. 
“(Tahun) 2019 (saat penyusunan) ada 
mahasiswa yang terlibat, kok. Yang 

d ipangg i l  o rmawanya  bukan  
orangnya, seperti (misal) ketuanya. 
Beberapa yang hadir juga memberi 
masukan, itu kan yang mengundang 
Komisi C (Senat UNS) waktu itu,” 
tampik Rohman.

M e n g e n a i  t u j u a n  d a r i  
pembuatan peraturan ini, Rohman 
mengatakan bahwa peraturan ini 
dibuat karena belum adanya peraturan 
yang mengatur tentang ormawa. 
Rohman menambahkan pula terkait 
waktu penyusunannya, “Pembuatan 
peraturan ini sudah disusun sejak 
t a h u n  2 0 1 9 .  N a m u n ,  b a r u  
terealisasikan pada tahun ini karena 
p r o s e s  p e r u m u s a n  y a n g  
membutuhkan waktu lama, (jadi) 
musti diformulasi dan dirapatkan 
(dahulu).” 

Kemudian bersamaan dengan 
itu, Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. 
se laku  Waki l  Dekan  Bidang  
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas 
Hukum (FH) UNS turut berpendapat 
bahwa Peraturan Rektor UNS tentang 
Ormawa ini juga diperlukan untuk 
mempersiapkan akreditasi. “Setiap 
akreditasi itu selalu ditanyakan dasar 
k e b i j a k a n  p e m b i n a a n  
kemahasiswaannya,” jelas Isharyanto.

Sejalan dengan Isharyanto, 
R o h m a n  m e n g a t a k a n ,  “ A d a  
hubungannya (dengan akreditasi), 
kemahasiswaan kan harus ada 
d o k u m e n n y a .  N a h ,  i t u  b i s a  

FOKUS
TENGGELAMNYA SOSIALISASI PERATURAN 

REKTOR UNS TENTANG ORMAWA

(Bersambung ke halaman 6)

PERATURAN REKTOR UNS NOMOR 26 TAHUN 2020

KILKAM
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TENGGELAMNYA SOSIALISASI PERATURAN...

ditunjukkan (sebagai bukti). Semua 
ormawa akan (ada) akreditasi juga.” 
Rohman turut menjelaskan bahwa 
tiap ormawa harus bisa membuktikan 
kegiatannya yang berbasis dokumen 
dan data.

Di sisi lain, substansi dari 

peraturan ini juga dipertanyakan oleh 

mahasiswa, terutama pada Bab X 

tentang Larangan. “Kalau menurut 

saya yang poin pelanggaran itu masih 

belum jelas aja. Masih terlalu luas 

dan bisa saja penafsiran dari tiap 

orang itu berbeda-beda. Saya malah 

takutnya bisa membuat kreativitas 

teman-teman ormawa jadi terhambat 

atau membuat istilahnya takut buat 

membuat inovasi,” ujar Roid.

Menanggapi hal tersebut, 

Isharyanto mengatakan bahwa 

pemberlakuan peraturan rektor ini 

tidak akan membatasi proses 

p e n c i p t a a n  i n o v a s i  d a n  

p e n g e m b a n g a n  k r e a t i v i t a s  

mahasiswa. Karena larangan-

larangan lain yang tidak tercantum 

dalam Bab X Peraturan Rektor UNS 

tentang Ormawa bahkan sudah 

pernah diatur dalam peraturan rektor 

yang lain, yaitu Peraturan Rektor 

UNS Nomor 828/H27/KM/2007 

tentang Tata Tertib Kehidupan 

Mahasiswa di UNS.
Di samping itu Rohman turut 

mengatakan mengenai dampak 
positif terhadap komunitas pada 

lingkup UNS. “Kemarin (komunitas) 
memang berkegiatan, tapi dengan 
peraturan rektor ini, komunitas bisa 
jadi semakin hidup,” pungkas 
Rohman.

Idialis juga menyampaikan 
harapannya. “Saya berharap tujuan 
baik rektorat ini, semua ormawa yang 
ada bisa merasakan diringankan 
bebannya dan bisa terbantu. Semoga 
juga ke depannya beberapa ormawa 
tidak ada yang terkena sanksi dari 
rektorat dan (melanggar) larangan 
rektorat. (Dan) semoga aja semua 
ormawa ke depannya dengan 
peraturan rektor ini berjalan dengan 
lancar dan semaksimal mungkin,” 
tutupnya. (Firda Nuril H./Muqtadir 
Ghani P.)***

SASTRA
terpuruk
Oleh :Akbar Rosyad S.

Berkata padaku
Kau bisa,
kau baik baik saja
Tapi apa?
Sampah!
Saat kau bahagia dengannya
Dan, kamu hilang 
Tersisa kenangan Tertawa aku, 

saat usaha dan cinta,
Membawaku pada takdir paling 
buruk
Aku,
terpuruk

Sekali lagi,
kuucap dalam hati
Hati yang penuh benci
Hati yang tersakiti
Hati yang sama saat kau pergi

PERATURAN REKTOR UNS NOMOR 26 TAHUN 2020
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Skripsi wajib dikerjakan oleh mahasiswa tingkat akhir Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai syarat kelulusan, tak 
terkecuali mahasiswa Fakultas Hukum UNS (FH UNS). Kali ini pengajuan skripsi dilaksanakan secara daring. Namun, 
sebagian mahasiswa FH UNS tingkat akhir dibuat bingung terkait prosedur pengajuan skripsi secara daring tersebut. 

erdasarkan Kamus Besar BBahasa Indonesia (KBBI), 
skripsi merupakan karangan 

ilmiah yang wajib ditulis oleh 
mahasiswa sebagai bagian dari 
pe r syara tan  akh i r  pend id ikan 
akademisnya. Pengajuan skripsi FH 
UNS yang semula dilakukan secara 
luring pun beralih menjadi daring 
akibat pandemi Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19). Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya, sebagian mahasiswa 
angkatan 2017 mengaku bahwa pihak 
f a k u l t a s  b e l u m  m e m b e r i k a n 
sosial isasi  mengenai  prosedur 
pengajuan skripsi secara daring.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Ardita Almira Rahma, seorang 
mahasiswi tingkat akhir FH UNS 
angkatan 2017.  “Sampai sejauh ini 
belum ada prosedur yang diinfokan 
dari fakultas, alurnya gimana. Itu juga 
cuma (dapat) info dari teman dan 
kakak tingkat. Beberapa teman aku 
pun juga masih bingung gimana 
(prosesnya),” keluhnya.

S e j a l a n  d e n g a n  A r d i t a , 
Hardiansa, selaku Ketua Angkatan 
2017 juga mengatakan hal yang sama. 
“Kalau dikasih tahu dari pihak 
fakultas, untuk saat ini belum ada 
sama sekali, sih. Tapi kalau aku 
pribadi, sebenarnya sudah sedikit tahu 
terkait mekanisme skripsi,” ujar 
Hardiansa.

Menanggapi hal tersebut, Sri 

Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku 
Kepala Pengelola Penulisan Hukum 
(PPH) FH UNS menjelaskan bahwa 
semua peraturan sudah ada. “Semua 
a turan  dan  ke tentuan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) untuk 
skripsi mulai dari upload judul sampai 
nanti pelaksanan sidang, sudah ada 
ketentuannya baik untuk luring atau 
daring. Silakan dibuka di blog-nya 
PPH, di web-nya fakultas, (atau) minta 
k e  B E M  ( B a d a n  E k s e k u t i f 
Mahasiswa) fakultas. Sudah (ada) 
semua,” terang Sri. 

Dr. Muhammad Rustamaji, 
S.H., M.H. selaku Kepala Program 
Studi (Kaprodi) S-1 Ilmu Hukum, 
juga menyatakan hal yang sama. 
Rustamaji mengatakan bahwa SOP 
sudah diberikan kepada Badan 
Eksekutif  Mahasiswa Fakultas 
H u k u m  ( B E M  F H ) ,  s e h i n g g a 
mahasiswa bisa bertanya langsung 
kepada pihak BEM.

 Mendengar  ha l  t e r sebut , 
Abdullah Jawwad Ghiyats selaku 
Presiden BEM FH UNS 2020 pun 
buka  suara .  "Kalau  buat  info 
pengajuan judul gitu kita belum 
koordinasi lebih lanjut sama pihak 
fakultas. Tapi kalau (info) buat ujian 
skripsi sudah ada di OA (Official 
Account) BEM FH," ujarnya.

Rustamaji juga menambahkan 
bagaimana prosedur pengajuan 
skripsi berlangsung. “Kalau di dalam 

Kartu Rencana Studi (KRS) sudah 
merencanakan skripsi, ditindaklanjuti 
dengan menyusun proposal yang ada 
judul dan rumusan masalah. Rumusan 
masalah kemudian diajukan ke PPH, 
ada SOP yang sudah disusun oleh Bu 
Sri Lestari. Yang menerima siapa, 
kemudian berapa lama diplenokan. 
Setelah pleno, masing-masing bagian 
mengirimkan seorang dosen untuk 
kemudian memeriksa, merevisi, 
d i to lak ,  a tau  d i te r ima ,”  je las 
Rustamaji.

Di samping itu, Hardiansa juga 
mengatakan terkai t  perbedaan 
pengajuan skripsi secara luring dan 
dar ing .  “Menurutku  akan  ada 
( p e r b e d a a n n y a ) ,  m e s k i p u n 
spesifiknya aku juga belum tahu. Tapi 
memang seharusnya dari pihak 
f a k u l t a s  p u n y a  c a r a  u n t u k 
mengakomodir pengajuan skripsi di 
kondisi pandemi saat ini. Belum lagi 
kan angkatan 2017, rata-rata masih 
banyak yang di luar (Kota) Solo, 
apalagi aku yang notabene sekarang 
ada di luar Pulau Jawa,” jelasnya.

Pendapat lainnya datang dari 
D e a s s y  P r i m a  S h a fi r a  s e l a k u 
mahasiwi FH UNS angkatan 2017. 
“Pastinya ada (perbedaannya). Kalau 
skripsi daring tuh jadi lebih fleksibel 
gitu ngajuinnya mau kapan saja dan di 
mana saja. Kalau skripsi luring 
memang harus ke kampus, sama 
nggak bisa sewaktu-waktu gitu jadi 
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PENGAJUAN SKRIPSI SECARA DARING... 

butuh usaha lebih,” ujarnya.
Menurut Sri, perbedaan yang 

mencolok hanyalah, apabila luring 
dapat tatap muka secara langsung, 
sedangkan daring tidak. Sri juga 
menambahkan bahwa mahasiswa 
dapat menghubungi staf PPH jika 
terdapat pertanyaan mengenai 
prosedur pengajuan skripsi secara 
daring yang sudah diberikan.   

A r d i t a  p u n  m e n g a t a k a n 
kendala yang mungkin muncul saat 
pengajuan skripsi ini. “Kalau daring, 
mungkin susah untuk nemuin dosen 
buat konsultasi secara langsung. 
Apalagi (untuk mahasiswa) yang di 
luar Kota Solo. Kadang konsultasi 
(secara) langsung lebih enak dan 
paham daripada konsultasi daring,” 
ungkap Ardita.

Berseberangan dengan Ardita, 

Rustamaji beranggapan bahwa proses 
s k r i p s i  s e c a r a  d a r i n g  j u s t r u 
memberikan akses yang lebih 
fleksibel untuk mahasiswa dan dosen. 
Karena seminar proposal dan ujian 
skripsi dapat dilaksanakan secara 
daring melalui video conference. 
Menurutnya, tata cara pengajuan 
skripsi ini akan tetap sama baiknya, 
baik daring maupun luring.

PPH sendiri tidak berencana 
mengadakan sosialisasi mengenai 
prosedur pengajuan skripsi online, 
karena menurut Sri, informasi yang 
tercantum pada blogspot PPH sudah 
c u k u p  j e l a s .  N a m u n ,  S r i 
menerangkan bahwa PPH akan 
mengadakan pembekalan skripsi, 
berupa pelatihan penulisan hukum 
untuk mahasiswa angkatan 2017 yang 
menurut Sri acara tersebut akan 

diselenggarakan pada akhir bulan 
September atau Oktober. 

Agar pelaksanaan pengajuan 

skripsi ke depannya lebih baik, 

Deassy menyampaikan harapannya. 

“Kalau semisal pengajuan skripsinya 

secara daring, aturannya (mohon) 

nggak berubah-ubah. Jadi dipastikan 

terlebih dahulu, baru dikasih tahu ke 

mahasiswanya. Semoga fakultas juga 

segera kasih kejelasan tentang proses 

pengajuan skripsinya,” harap Deassy. 

Hardiansa juga berharap prosedur 

pengajuan skripsi online ini dapat 

benar-benar mengakomodir segala 

kepentingan mahasiswa yang akan 

melaksanakan proses tersebut tanpa 

banyak membebani. (Firda Nuril 

H./Nur Alifi W.)***

SASTRA

JEJAK
Oleh : Dytia Shafa F.
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Kabur 
Menghindar 
Dan, kamu hilang 
Tersisa kenangan 

Lalu aku berjalan 
Menyusul bayangmu 
Dengan ditemani, 
Dengan semu di pipiku. 

Rintik hujan kemarin malam 
Yang datang menyapu rasa 
Hadir 
Singgah 




